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PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Ppg

2O N ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK xxx Xxxx xxxx X, tempat tanggal lahir di Pasir
Rambah, 07 Desember 1978, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal
di xxxxx xxxxx, RT.012 RW.006, Desa XXXXX XXXXX,
Kecamatan Rokan IV Koto, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, email:
XXX XXX XXXX X, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di xxxxx xxxx, 07 Desember
1943, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pensiunan PNS, tempat tinggal di Xxxxxx Xxxxx, ,
Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan Xxxxx XXxx, XXXXXXXXX
XXXXX XXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
409/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalii pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 03 April 2014 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX,
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Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

101/02/X/2014, tertanggal 08-10-2014;

2, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik

dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.012 RW.006, Desa XXxxx
xxxxx, Kecamatan Rokan IV Koto, XXXXXXXXX XXXXX XXXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan
belum dikaruniai anak;
4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September
2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh:
4.1. Tergugat tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat;
4.2. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat menunggu orangtua
Penggugat yang sedang sakit;
4.3. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat
sering:
5.1. Mengatakan perkataan kasar kepada Penggugat;
5.2. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
5.3. Memukul barang yang disekitar Tergugat:
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
secara terus menerus dan memuncak pada bulan Agutus 2022 hingga
sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang
mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:
7.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat
maupun dari pihak Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan
hasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi;
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9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

huruf f PP No0.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 22 Juni 2023 dan Nomor
409/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
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b bukti-bukti berupa: JHng-g

A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan
TERGUGAT Nomor 101/02/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto

XXXXXXXXX XXXXX XXXX Provinsi xxxx bukti tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta
disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian
ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Saksi adalah adik
sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir
di Desa XXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
masalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama

kembali sampai dengan saat ini;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh

keluarga namun tidak berhasil, Saksi pernah 2 (dua) kali hadir
dalam mediasi keluarga;
2. Abdul Wakas bin Abdul Wahab, umur 65 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxxxxX, tempat kediaman di XXXXX XXXXX
XXXXXX, DESa XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX
xxxx, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir
di Desa XXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
baik dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
masalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama
kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
sebanyak 7 (tujuh) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 22 Juni 2023 dan Nomor
409/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana
ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan
antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi
mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di

atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan
SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah
dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti
tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan
SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal
172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa XXxxx
xxXxxX, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sekurang-
kurangnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan
berselisih tajam yang disebabkan karena masalah anak bawaan Penggugat,
sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya
tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, Penggugat dan
Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
terakhir di Desa XXXXX XXXXX;

3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
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4. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena masalah anak
bawaan Penggugat;

5. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah,
keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugat cerai ini adalah karena
telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta
penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di
atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus
memenuhi 3 unsur. Pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran
yang sifatnya terus menerus, dan kedua, tidak adanya harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, dan ketiga, Pengadilan telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum vyang telah
dipertimbangkan di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengakaran tajam. Dan saksi-saksi tersebut
mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, dan
upaya tersebut tidak berhasil, keduanya terus berselisih dan bertengkar,
ditambah Penggugat tiap persidangan menunjukan sikap tidak mau lagi
berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi
pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama
harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga untuk rukun kembali,
tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu pula selama persidangan
berlangsung, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk
bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Oleh
karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus
dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65
dan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman diubah
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun
semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap
saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-
bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini
sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga tersebut telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Penggugat yang sudah
tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana
dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung
dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri,

sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 409/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PR ] o
salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut, maka jelas dengan kondisi

seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: “... ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak
mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila suatu ikatan
perkawinan sudah tidak ingin dipertahankan oleh salah satu pihak, baik suami
atau isteri, dalam hal ini Penggugat sebagaimana tercantum dalam
gugatannya yang juga diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat
yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau membina rumah
tangganya dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan
pendapat ahli figih yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162
yang kemudian dimbil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

asll uoladl ade lb gz g3 dazg 3l as; pac ail Ilg
Artinya: “Apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka

hakim dapat menjatuhkan thalak suami atas isterinya”

Dengan demikian, maka apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan
dipertahankan, maka yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah
kemadaratan bukan kemaslahatan, padahal menurut pemahaman Majelis
Hakim dari hadits nabi: | o Y9 oY bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada
suatu keadaan yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan pula
dalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: , uall
Jl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis
Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat
Al-Bagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat
dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan
pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah

dilakukan secara baik (.;)Lw.?‘l;_ T si) dalam arti jangan sampai akibat dari
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pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahmi antara

Penggugat dan Tergugat, dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu
Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab
terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak
dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru
akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan
demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah dapat dikategorikan telah “PECAH" (broken marriage) yang sulit untuk
dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menyikapi hal tersebut pula Majelis Hakim
mempertimbangkan dan memperhatikan ucapan salah satu ulama, vyaitu
Syaikh Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar’atu Baina al Fighi wal Qanun
halaman 100 yang kemudian diambil menjadi pendapat majelis menyatakan
bahwa:

0l Lg8lisl OIS Lulas el 1sn luwl oS, Lagos osintlio on glaizl 8 ,45Ys
logio 2>ly JSJ cugr il Jo) azosll adn o duz gl &Ml (ngiis Ol o
i wYls aislalall azoazy asild 518,

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam
mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas

dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar

atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian

dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang
sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang

dan tentram”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan

putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Dzulhijjah 1444 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.| sebagai Ketua
Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.l., MH dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada
tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan
dibantu oleh Syofyan, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
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Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.l., MH Liza, S.Sy
Panitera Pengganti

Syofyan, A.Md
Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran : Rp30.000,00
2 Proses : Rp60.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4 PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5 Redaksi : Rp10.000,00
6 Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
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